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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN
PENGUSAITAAN SARANG BURUNG 'WALET

DENGAN RAIIMA'T TUHAN YANG MATIA FSA
WALIKOTA PALEMBANG

bahwa dalam upaya memantau pengelolaan dan pengusalizan sarang burung walor
ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, penataan dan keapibin
kota, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Momor 62 Tahun 1998 Tentig
Penyerahan Scbagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Dacrah (dan
ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Talun 2000 tentany
Eowenangan Pemerintah Kota Palombang di bidang kehutanan, perly dilakuban
pumbinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pemantaatan dan  penertinan
pengelolasn din penpusahaan sarang burung walet,

bahwa sehubungan dengan hurof a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam rangha
pemantauan dan pengawasan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung: waler,
sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentun
Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Durung Walet, perlu dipungut sy
diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;

bahwa untuk  memenubi maksud tersebut, pedu diatar dan diretapkan dengan
Peraturan Dacrah Kota Palembang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Per bentukan Dacrah Tingkat 11
Kuapraja i Sumatera Sclaten (Lembaran Nepara R Tahun 1959 Momar 714
Tambahan Lemb. ran Negara Nomor 10°13),

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumiber Daya Ablun
Hayati dan Frosistermnya (Lembaran Negara RI valun 1990 Momor 49, Tambaban
Lembiwran Negara Namor 3419),

Undang-undang Nomor § Tahun 1994 tentang Pengesahzn Konvensi Perseribaian
Bangsa-Dangss Mengenai Keanckaragaman Hayati (Iembaran Negara RI Tabun
1994 Nemor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556),

Undang-undany Nomor 22 Tahun 1999 lenlang Pemenintahan Daerah (Lembaian
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
Undang-undang Momor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antars
Pemerintah Pusat dan Dagrah (Lembaran Negara BRI Tahun 1999 Nomor 72
Tambahan Lembaran Mepira Nomor 3848).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-unduny
MNomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerzh (Lembran
MNegara RI Talin 1997 Momor 41, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3685).
Poraturan. Pemerintaly Nomor 13 Tahun 1994 tentang Porburuan Satwa Baru
(Lembaran Negara RT Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomw
3542).

Peraturan Pemorintah Nomor 62 Tahun 1998 tenilang Penyeratian Sebagian Unusan
Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Nepara RI Tahua 1998
Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor " |

Peraturan Pemerintah Noinor 8 Talun 1999 tentang Pemanfastan Jenis Tumbnhian
dan Satwa Liar (Lembaran Negara R1 Talhun 1999 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara 3803).

Peraturan Pemerintali Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintal dan
Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Dacrah Otonom (Lembaran Negara 1l
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).



Menctapkan
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Peraturan Pemerintah Momor 66 Tahun 2001 fentang Retribugi Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahian embaran Negara Nomor 4139),
Kepntusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Telinik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dun Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden,
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 tahun 2000 lentang Kewenangan
Pemerintah Kota Palembang,
Peraturan Diaerah Kota Palembang Nomor 2 Talun 2001 fentang  Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dacrah,
Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 2 Talun 2002 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Palembang Nomor 15 Tahun
2002 tentang Persctujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang

tentang Pembinaan dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Bun—g
Walet.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMRINAAN DAN
RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ialam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

1
2

oA

9

10,

Dacrah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah clonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Dagrah.

Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.

Wakil Kepala Daerah adulah Wakil Walikota Palembang.

Sckretaris Daerih adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang,

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang,

Buadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
srganisasi yang scjenis, lembaga, dana pensiun, bentuk; usaha tetap serta badan vsaha
lainnya,

Penanggung jawal adalah orang yang berlanggung jawab atas penyelenggaraan
pengelolaan dan pengusahaan buning walet.

{zin adalah izin pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan olch Kepaia
Daerah.

Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu collozalia
fuchiaphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta dan collocalia linchi.
Pengelolaan Nurung Walel adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian
populasi burung walet di habitat alami dan diluar habital alami.

Perusahaan Burung Walst adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet
dihabitat alami dan diluar habitat alami.

fiabitat Alami Burung Walet adalah linpgkungan tempat burung walst hidup dan
berkembang accira alami.

Diluar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup
dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan,
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Pobasy adalah suate kawasan/tempat tertentn dinsma terdapat sarang burvng walet
fuuk pada habitat alami maupun diluar liabitat alani

Pencrnu Gua Sarang Burung Walet adalah sescorang dan sckelompok orang yang
shakui oleh masyarakat sckitar sebagar penemu pua sarang burng walat,

Kawasan Konservasi adalal kawasan yang dilindungi atau dilestarikan,

Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan procuksi, kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alag

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri kias terfentu, baik didarat
maupun diprairan. yang  mempunyai’ fungsi perlindungan  sisten  penyangga
kehidupan  penpawelan  keanekaragaman jemis  tumbuhan  dan  satwa,  serta
perianfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ckosistemnya.

Kawasan Suska Alam adalah kawasan dengan ciri has terfentu, baik didarar
maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sehagai kawasan pengawetan
keanckaragaman (umbuhan  dan satwa scria ckosistemmnya vang juga berfunpsi
seoagii wilaysh sistem penyangga kehidupan,

ltetribusi Pengclolaan dan Pengusahaan yang selanjutnya disebul Retribusi adalal
relribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin terhadap usalia di bidang
Jengelolaan dan pengusahaan burung walet,

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yaug menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adalah suat jangka wakiu tertentu yang merupakan batas wakiu bagj
wajib retribusi untuk memanfaatkan terpat khusus retrbusi,

Surat Pendattaran Obyek Retribusi Daerahi yang selanjutnya disingkal SPAORD
adalah sural yang digunakun oleh wajib refribusi uniuk melaporkan obyek retvibusi
dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang
lenulang menwul peraturan perundang-undangan relribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalali Surat
Reputusan yang meneniukan besamya jumlah retribusi yang terhutang.

Surat Ketetapan Retribngi Dacruh Kurang Bayar Tambahan yang selanjulnya
visingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang mencntukan tambahan atos
jumilah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yanp selanjuinya diningkat SKRIDLE
adalah Surat Kepumsan yang menentukan jumlah kelebihan pembayavan retribusi
Karena jumlah kredit retibusi lebil besar dari retribusi yarg lerfang atan
scharusnya tidak tenutang,

sural Tagihan Ketribusi Daceall untuk selanjutnya disingkat $TRD adalah sura
tntuk melakukan tagihan retribusi dan atau sankst administrasi berupa bunga dan
i denda

Sorat Keputitsan Koberatan adalaly Surmt Keputusin atas keberatan terhadap STRI1Y
g dobumen lain yang dipersamakan, SKRDEDT dan SKRDLD yanp diajukan
olch Wanb Remribusi,

Femeriheaan adalah serangkaian kegintan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengelota data dan atau keterangan lainnya da'sm rangka pengawasan kepatuban
pemeiuhan kewajiban rerribusi Dacrah berdasarkan persturan perundang-undangan
retribust Dacrak.

Penyidikan Tindak Pidara adalah sérangkaian  tindakan yang diakukan olch
Penyidik Pegawai Megeri Sipil yang selanjutnys dissbut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di hidany
Itetribusi Dace: b yang terjadi serta menemukian tersanpha,

BARBR 11
MAKSUD DAN TUJUAN
"nsnl 2

Pembinaan i dang pengelolaan dan pengusahiaan sarang burung walet dimaksudkan
untuh membing, menata, mengatur, mencrtibkan, mengawasi dan memantan kegimtan
penpelolaan dan pengusahaan sarang burung walet,



Pasul 3

Tujuan pembinaan scbagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ad..lah :

3.

(3

(h

(1

(]

Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet,

Meningkatkan produktifitas sarang burung walet dihabitat alami dan diluar hahitat
alami.

Meningkatkan kescjahteraan masyarakat setempat.

BAB I
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNY A
Pasal 4

lokasi sarang burung walet berada di :

a. Habitat Alami.

b. Diluar ITabitat Alami

Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud hurufl a ayat (1) pasal ini, melipuli |

a. Kawazan Hutan MNegara,

b. Kawasan Lonservasi,

c. Gua alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan
dlan atau adat,

Sarang Burung Walet cebagaimana dimaksud hurf b ayat (1) pasal ini meliputi

a. Bangun.ui.

b. Gedung.

¢. Rumab..

DBAB IV
PERIZINAN
Pasal §

Sctiap orang alau badan yang akan menyelenpearakan pengelolaan  dan
pengusahaan Sarano Duming Walet, harus mendapat izin dari Kepala Dacrah
melalui inas Pertanian,

lsin schagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sclama masih nmelaksanakan
kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Duning Walet, dengan keleniuan
sctiap 3 (tiga) tahun harus dafiar ulang.

Pasal 6

Sarang Burun 3 Walel yang berada dihabitat alami dan diluar habitat alami dapat
dikelola dan diusahakan atas izin Kepala Daerah.

Untuk  mendapatkan ijin penpelolaan dan pengusahaan Sarang Buning Walet
schagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, orang atau badan mengajukam
permohonan kepada Kepala Dacral dengan melampirkan |

2. Proposal pengusahaan Sarang Burung Walel

b lekomendasi dari Dapedalda Kota Palombang, Dinas Keschalam Kota
Palembang, Camat dan Lurah  berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan
tcknis lokasi pengusahiaan Sarang Burung Walel

¢. Surat Pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setemnal
yang dikelahui Lurah.

. Surat  Pornyataan  bahwa yang  bersangkutan  dalam  mengelola dan
mengusahakan Sarang Burung Walet  mentaati  persyaratan teknis yang
ditetapkan olch Kepala Dacrah, maupun oleh Departemen teknis.

¢. Klusus pengelolaan dan pegusahaan Sarang [3urung Walet diluar habitat alami
harus dilengkapi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) , Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan 12in Pengginaan Bangunan (IPB).
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b Penenin Sarang Burung Walel di habital alami wapib melaporkan pencmuannya
Sepada Kepala Dacroh dengan disertai surat keterangan dari Lurali yang diketahw
olel Camat & sempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
Penemu  Sarang Burung Walel sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal i,
diherikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Saranp Burung Walet.

SU Penemi Sarang Bunang Walel dapat bekerja sama aran menyerahkas pengelolaan
dan penzuszhaannyn kepada piliak lam,

St Penseraban hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Buring Walct dari penemu
Lopada pihak lain harus mendapat persetujuan Kepala Dacrah,

BAR VY
PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET ;
Pasal §
Untuk meningkatkan produkfivitas dan menjapa populasi Burung Walet penpambilan
dan atau pemanensn Sarang Durung Walet, dilakukan dengan mempeihatikan hal-hal
schagai berikut:
a. Masa panen dilaksanakan setelal anakan Burung Wales meninggaikan sarangnya;
b. Sarang Durung walet sedang tidak herisi telur;
¢.  oilakukan pada siang hari;
¢, Tidak mengganggu Burung Walct yang sedang mengeram;
¢. Dalam hal Sarang Burung walet berada di Hutan Produksi, Kawasan .uaks Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam agar mematohi perayaratan  teknis yang ditetapkan
olel Instansi yang berwenang di bidang kehutanan.
BAD VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

boepala Dacrah melalii Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan Dimbingan icknis
porpelotaan dan penpusakaan Sarang Burung Walel

Paisal 10

Diabam ranifa pengawasan Kepala Daerah dapat memberikan sanksi acministarsi beoupa
pencabutan izin dan sanksi lainnya yang ditctapkan dalam Peraturan Jaeeah.

BAR VI
ORI DASN SLHLIE
Tasal 11

Obgek pembimaan. adalah setiap pelayanan dan pemberian izin peng-loiaan Lin
penpusalinan Savany, Durung Walet dalam Daerah.

Tasxal 12

Subyek pembinaan pengelolasn dan pengusabipan Savng Burung Walst adalall Grange
atan balan vanp menyelengparakan usaha Sapang 53 wung Walel,



BAD VIII
KETENTUAN RETRINUSI
Pasal 13

{13 Untuk seliap pemberian izin pengelolamn dan penpgusahaan Sarang Burung Walet
dan daltar ulang, dikenakan retribusi.

(2) Besamya roteibusi sehagaimana dimaksud avat (1) pasal ini, adalah schapai
herikut:

4 Retibusi zin operasional pengelolaan Surang  Durung Walet  divdan
berdasarkan st bangunan yang  dimanfaatkan  untuk pengelolaan  dan
penpusahaan Sarang Burung Walet, setiap meter kubik ditetapkan schesar
Kp 2.000.-

B Betribusi lasil penpusaliaan Sarang Burang Walet ditetapkan sebesar 3 ™%
(lima persen) dari produk yang dihasilkan « harga dasar.

. IMarga dazar scbagaimana dimaksad hurul b ayat ini, ditetapk m Kepala Dacrali
dan setiap 6 (enam) bulan ditinjau kembali.

(3 Retmbust daflar ulang pengelolaan dan penpusahaan ditetapkan sebesar 50 %0 (lima
puluh persen) dari ketetapan sebagaimana dimaksodd huraf o ayot (2) pasal ini,

1AL IX
GOLONCAN RETRIIUSL
Panal 14

Remibusy v pengelolaan dan penpusahaan Sarang Buring Walet digolongkan sebhapai
1terribiesi Jasa Usaha

BARB X
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tusgebar penggnnaan jasa dwkur berdasarkan pelayanan, jenis, luas dan jangka wakin
penpgunaan fasilitas yong diberikan Dacrah

BAnXI
PIRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RICTRIIBUS]
Pasal 16

Pansip dan sa<atan dalam penctapan strukiue dan besamya tarif retribust didasarkan pada
myguan untek memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keunlungan yang panlas
diterima oleh penyelengearaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang
heroperasi seeara efisicn dan herorientasi pada harga pasar.

BABXII
STRPUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Tosal 17

Stob i Pewaniva tanl retnibusi terhadap pelayanan scbagaimana dimaksad Pazal 9
ieoman Doacealt ni, ditetapkan berdasarkan isi bangunan dan prasentase  hasil
e ban

BAB XTT1
WILAY A PEMUNGUTAN RETRIBUSI
I*asal 18

Itetribusi vang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan josa dan [asilitas
diberihan



BABXIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Maas Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah jangka waku
ymg aken ditetapkan olch Kepala Daerah, |

Pasal 20
Sast retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,
BAB XY
SURAT PEN:DAFT ARAN
Pasal 21
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2)
(&)

(¢)]

(2)

n
(2)

(D

SPAORD scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap seria ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atan kuasanya.

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD sebanaimana dimaksud
ayat (1) pasal inj, ditctapkan oleh Kepala Daerah,

BAB XVI
PENETAPAN RETRIBUSY
Pasnl 22
Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Dacrah ini,
ditctapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD alau dokumen lainnya
yang dipersamakan,
Bentuk, isi dan fata czra penerbitan SKRD atau dokuren lain yanp dipersamakan
schagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dacrah,
BAB XVII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 23
Permungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi  dipungut  dengan  menggunakan SKRD atau dokumon  lain  yang
dipernamakan.
BAR X VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar (cpat pada wakiunya atan lurang
membayar, dikenakan sanks! administrasi berupa bunga 2% (dun persen) sétiap

bulan dari retbusi yang terhutang atan kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
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Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan
Sarang Bunmng Walet yang melanggar Pasal 5 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan
sanksi berupa pencabutan izinnya dan membekukan/melarang usahanya,

BAB XIX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 25

Pembayaran retribusi yang terhutang harus difunasi sekaligus di muka,

Untuk retribusi yang tethutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran
retribusi dilakukan serelah berakhimya jangka waktu pemakaian,

Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, .

Txta cara pembayaran, penyeloran, tempat pembayaran retribusi diatir dengan
Keputusan Kepala Dacrah.

BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasgal 26

Retribusi terhutang berdasarkan SKRD  atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, STRD, dan Sural Keputusan Keberatan yang menyerabkan Jjumlah
setribuaj yang harus dibayar beriambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
Retribusi dapat ditagih melalni Badan Upisan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BADB XXI
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETR IBUSI
Pasal 27

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan
SKRDLB,

Keberatan diajukan sceara termulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak bemaran ketotapan  retribusi
terscbut.

Keberatan harus diajukan dalam Jangka wakmi paling lama 2 (dua) bulan scjak
SKRD atau dokumcn lain  yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLD
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertenty dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keberatan yang fidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud ayat (2) dan
ayal (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai  surat keberatan,  sehingga tidak
dipertimbangkan,

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar relribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasxal 28

Kepala Dacrah datam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan scjak tanggal Surat
Kcberatan diterinia hanis memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
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Keputsan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atan
scbagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang,

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan,

BAB XXIT
PENGEMBATLIAN KELEBTHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 29

Atas  kelebihan  pembayaran  relrbusi, Wajib  Retribusi  dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Dacrah,

Kepala Dacrah dalam jangka waktu 6 (cnam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelcbilian pembayaran mitribusi scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus
memberikan keputusan,

Apabila jangka waktu sebapgaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampavi dan
Kepala Dacrah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan retiibusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
Jjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan,

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran
retribusi schagaimana dimaksud ayat (1} pasal ini, langsung diperhitungkan untuk
miclunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayal (1) prsal
ini, dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejsk diterbitkanny-
SKRDLB.

Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah le vat Jjangka wakt 2
(dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan rotribusi teracbul,

Pasal 30

Permohonan pengembalian kelebihan pembayarun retribusi diajukan secara tertulis
kepada Kepala Dacrah dengan ackurang-kurangnya menyebutkan:

nama dan alamat wajib retribusi;
masas retribusi;

besarnya kelebihan pembayaran:
alasan yang singkat dan jelas.

R

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung
atau melalui pos tercatat,

Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukt pengiriman pos tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Kcpala Daerah.

Pasal 31

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retritusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya, szbagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Peraturan Dacrah ini, pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buki pemindahbukuan juga berlaku
scbagai bukti pembayaran,

BAD XXIIT
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 32

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan
retribusi,
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Pemberim  pengurangan, kfminganan  don  pembebasen rewriboasi schagaimana
dimakeud zyat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan W:jib Retribusi.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah

BAR XXV
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 33

Hak untuk melakukan penagihan reiribusi, kadaluarsa sstelah melampaui jangka
wakiu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saal terhutangnya retribusi, kecuaali apabila
meolakukan tindak pidana di bidang retribusi,

Kadalarsa penagihan retribusi scbagaimana din.aksud ayat (1) pasal ini tertanggroh
apabil 1;

4. diterbitkannya surat teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XXV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
I'asal 34

Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Dendahara Khusus Pencrima
Dinas Pertanian atau petugas yang ditunjulk.

Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi
yang dilakukan olch Dinas Perfanian melalui Dendahara Khusus Penerima harus
sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Paleinbang,

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

Pdanggarmn atas ketentvan dalam Peraturan Dacrah ini,  diancami pidana kunmgan
sclama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sehanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta
rupish).

Wajib retribusl yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan kevangan
Dmahcinmn;ﬁdmmhmmgmp.ﬂilghnmﬁ(mm)hﬂanam denda paling bamyak 4
(crnpat) kali fumlah retribusi lorutlang,

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalal
pelanggaran.

DAB XXVII
PENYIDIKAN
Pasal 36
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah
Daerah diberl wewenang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pldana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
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(2) Wewenang Penyidik sebagal dimaksud ayat (1) pasal Inl 2 dalah :
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=

menerima, mencari, mengumpulkan dan mensliti keterangan atau
laporan barkenaan dengan tindak pidana dibldang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadl lengkap dan Jelas;
meneli , mencall dan mengumpulican keterangen mengenai orang pribadi atau
berlen tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan linda!
pidana Refribus| Daerah ;

meminta xeterangan dan bahan bukli darl orang piibadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daersh ;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan  dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
molakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas
penylidikan tindak pldana dibidang Retribusi Dasrah:

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagalmana dimaksud huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

memanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal
tersangka sanksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyirikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

Penyldik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyldikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Panuntut
Umum, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum
Acara Pldana yang berlaku.

BABXXVINT
KETENTUAN PERALTITAN

Pasal 37

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini,
penyelenggara pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang sudah
ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini,

BAR XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3B

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
tidak sejalan dengan Paraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 33

(1) Dinas Partanian sebagal Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah Ini.

(2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator
pungutan Retribus| Daerah.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalem Peraturan Daerah Inl, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dasrah.

Pasal 40

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar supaya sefiap orang dapat mengetahulnya memerintahk.n
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penampatannya dalam Lembaran
Draerah Kota Palembang. .

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Juli 2002

dsogkan di Palembang
gal /O ""? = 02
ERAM KOTA PALEMBANS
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